MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM

. Bahwa dengan diésuransikannya Utang Debitur

yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui

asuransi kredit eksport maka sesuai dengan keten-
tuan Pasal 12, 4, 1 dan 13 perjanjian kredit yang
bersangkutan perln dibuktikan apakah perjanjian
asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh
mana tanggung jawabnya, proses mana membuat
pembuktian dalam permohonan pailit o guo menjadi

" kompleks dan rumit.
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¢ “Asuransi Hhitang’

Asuransi Utang Debitur

- Yang telah dijamin oleh Termohon Palht
melalui Asuransi Kredit Bksport,

~ " Bahwa Debitur pada tanggal 18 Mei 1995 di
hadapan Notaris Jakarta, telah sepakat menanda-
tangani Per_]arulan Kredit No. 169/1995,"

- Bahwa, para Pemohon dalam perjanjian kredit

akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM
©25,135,921,00 (Deutsche Mark twenty five mil-
lion ‘one hundred thirty five thousand nine hun-
dred ard twenty one) kepada Debitur.
— Bahwa, pemyataan jaminan yang ditanda-
. tangani Termohon tersebut pada pokoknya ada-
. lah jaminan dari Termohon pribadi untuk me-
_lumasi ‘seluruh hutang Debitur kepada para
pemohon selaku para Kreditur.

~ Bahwa, kedudukan hukum Termohon sebagai
penjamin hutang Debitur yang melepaskan hak-
hak dan kedudukan Istimewanya sama dengan
kedudukan hukum Debitur dan para pemohon
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AMAR PUTUSAN MA.:

ALASANPK :
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berhak untuk menagih secara langsung kepada
Termohon telah diperkuat oleh Mahkamah
Agung dalam Putusan Pailit No. 01 K/N/2000,

~yang memberikan pertimbangan bahwa ke-
~ dudukan penjamin hutang untuk melunasi Utang
' Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri
. apabila penjamin melepaskan hak-hak dan ke-

istimewaannya,

... Bahwa, .adapun . total kewajiban atau jumlah
.utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo

dan.. harys. dibayar Debitur atau Termohon
kepada para Pemohon pertanggal 2 November
2000 adalah sebesar DEM 23,055,809.43

Bahwa, para Pemohon, memohon agar Majelis
Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta
kekayaan Termohon baik yang sudah ada mau-

' pun yang baru akan ada di kemudian hari.

Bahwa para Pemohon, mohon agar permohonan
ini diperiksa oleh Majelis Hakim ADHOC.

* Menolak permohonan Kasasi dari para Pemo-

hon,

Menghukum para Pemohon membayar . biaya
perkara tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah).

. Bahwa Majeiis Kasasi telah salah menerapkan

ketentuan Pasal 6 (3) dan Pasal 1 (1) UUK.

. Bahwa, Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi

dalam putusannya telah membuat kekelirnan,
karena hanya mempertimbangkan ketentuan
Pasal 13 dan Pasal 12, 4.1 Perjanjian Kredit dan
mengabaikan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir
4.3) pernyataan Jaminan Pribadi.

Majelis Hak_i:ﬁ_Kasasi telah mengabaikan Yuris-

prudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa
penjamin utang yang telah melepaskan hak-hak

" istimewa dapat dimohonkan Pailit.
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PERTIMBANGAN HUKUM PK : Bahwa dengan diasuransikan Utang Debi-
tur yang dijaminkan oleh Termohon Pailit melalui
Asuransi - Kredit “Eksport maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 12. 4.1 dan 13 Perjanjian Kredit
yang bersanglutan, periu dibuktikan apabila perjan-
jian' asuransi tersebut telah térpenithi dan sampai
sejaub mana tanggung jawabnya, proses mana
- -membuat pembuktian dalam permochonan pailit «
quo menjadi kompleks dan rumit.
AMAR PUTUSANMA : o T
— Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan
- Kembali :
= Menghukum para Pemohon PX untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
O jutarupiagh),

o : .;- Jakarta, Januari 2002

: “Pembuat Kaidah Hukum,
o ttd.
. _..-(SAAR SUJANA, SH.)
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PUTUSAN:.

_ Nomor ; 030 PK/N/2001

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
. MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat Peninjauan Kembali telah mengamibil
putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., sebuah
Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal
Jerman, berkedudukan di Wilhebm-Botzkes-Str. 1, D-
40474 Dusseldorf,Germany;

2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.,
_ sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik
Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16,
D-80538 Munich, Germany, keduanya dalam hal ini
diwakili oleh para kuasa mereka ABDUL HAKIM G.
NUSANTARA, SH., L.LM. dan kawan-kawan para
Advokat pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara,
‘Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha
Mampang, Li. 111, Jalan Mampang Prapatan Raya No.
100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kmasa khusus
masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001,
sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit;

melawan

HOKIARTO, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara
1 No. 11-JJ Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh para
kuasanya : HOTMAMN PARIS HUTAPEA, SH., dan para
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hotman Paris &
Partners, beralamat di Menara Summitmas 1, Lt. 18, Jalan
Jenderal Sudirman Kav, 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12 November 2001, sebagai
Termohon Peninjavan Kembali dahulu Termohon Ka-
sasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
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Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersanglutan ternyata bahwa para

pemohon Peninjavan Kembali dahulu sebagai para‘Pemohon Pailit/para Pemo-
hon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjanan kembali tethadap putusan
Mahkamah Apgung tanggal 10 Oktober 2001 Nomor: 035 K/N/2001, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya menyatakan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Termohon palht/Termohon Kasam dengan posita
perkara sebagai berlkut

1.

Bahwa pada tanggai .18 Mei 1995 d1 Jakarta d}hadapan Ronny Hamnsyah

-Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT.
Hebel Indonesia (sekanjumya dlsebut “Debltur”) sebuah perusahaan na-

sional yang didirikan  berdasarkan ‘Undang-uridang . Republik Indonesia,
beralamat di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9,

- Kelurahan' Kramat, Jakarta Pusat, telah sépakat ‘untuk menandatangani
'_Pezjan_;xan Kredit No, 169/1995 (selanjutnya dlsebut “Perjan;lan Kredit™)

(Bukti P-1);

Bahwa Para Pemohoﬁ berdasarkan kondlsr cian persyaratan yang dltennﬂcan
dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredxt sebesar

. DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred
N ___t}m'ty five thousand nine ‘hundred and twenty one) kepada Debltu: dengan
per1nc1an sebagal benkut

- IKB Deutsche Industriebank. AG sebesar DEM 15 081 552 60
{Deutsche Mark fifieen mﬂhon elghty one thousand fi ive hundred fifty
two and s;xty Pfennmg) (60% su:ty percent), e

— Bayensche Verelnsbank AG sebesar DEM.:10,054, 368.40 (Deutsche

. Mark ten million fifty four thousand three hundred s:xty elght and forty
Pfenning) (40% ,...... forty percent);

Bahwa berdasarkan Perjanjian’ Kredit- famhtas lo'edlt terse‘out digunakan
oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM

..29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million. five hundred seventy one
..thousand and .six hundred seventy :two), berdasarkan Perjanjian Ekspor
_.antara Debitur dan Hebel International Gmbh &.Co tertanggal 22 Juni 1994
-sebagaimana telah dirubah ianggal 10 Februari 1995 (Perj anjian Ekspor),

- Bahwa berdasarkan:

- Akta Pengakuan Hutang No. 91 yang d:buat dan dltandatangam Debitur
di depan Ronny Hanmsyah Gunawan SH Notarls da J akarta tanggal i8
Mei 1995 ....;' (Bukti P-2); : .

"-_-' ‘Surat’ Pemyataan dari Hebel Intemational Gm‘oh & Co KG yang di-

B 'tandatangam Dt Gert Lexdner dan Fnedhelm Kuhn tertangga] 28 Mei
_ _"2001 ...... (Bukth 3) : o
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Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar
DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred
thirty five thousand and Nine hundred twenty one);

' Bahwa para Pemohon memberikan pinjamah tersebut kepada Debitur

karena“ Termohon pada tangpal 18 Mei 1995 telah menandatangani Per-
nyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang di-
buat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., No-
taris di Jakarta (Selanjuinya disebut : “Pernyataan Jaminan®) ... (Bukti P-4);

‘Bahwa Pemyataan Jaminan yang d:tandatangam Termohon tersebut (Vide

" Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk me-
* lunasi seluruh hutang Debitur kepada para Pemohon selaku para  Kreditur;

Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pemyataan Jaminan tersebut, pengikatan

" Termohon untuk menjamin pembayaran. Junas  seluruh hutang Debitur

kepada para Pemohon tersebut diberikan déngan melepaskan hak-hak isti-
mewa sebagaimana diatur dalam }_’asa}-pasa} 1430 1831, 1833, 1837, 1847,

1848 dan 1849 KUH Perdata,

11.
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Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istime-
wanya sebapaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837,
1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung
tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debltur leb:h dahulu disita
dan dijual untuk melunasi hutangnya;-

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan _kedudukan istimewa tersebut
oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang
Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi
hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang

- Debitur tanpa para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
10.

Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai’ Penjamin Hutang Debitur

- yang telah melepaskan hak-hak’ dan kedudukan istimewanya sama dengan

kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan- Pailit No.01/PK/N/2000 yang memberikan pertimbangan
bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah
sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepas-
kan hak-hak dan kedudukan istimewanya ....... (Bukti P-5),

Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh bebitur atau Termo-
hon kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31
QOktober 1997 (Vide Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon
telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal
jatuh tempo tersebut meskipun para Pemohon berkali-kali telah mengingat-
kan Debitur atau Tenmohon;

Yurisprudensi MahRamah Agung ®1



12.

13.

4.

15,

16.

17

18.

19.

Bahwa adapun total kewajiban atau jumiah hutang (pokok dan bunga) yang

_telah. jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atan Termohon

kepada para Femohon per tanggal 2 November 2000 adalah.sebesar DEM
23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and
eight hundred nine thirty two Pfennmg),

Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada para Pemehon
tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;

Bahwa para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur
dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang
Debitur kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada para Pemohon
yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);

‘Bahwa oleh karena tegoran para Pemohon tidak diindahkan imaka para

Pemohon melalui kuasa hukumiya menyampalkan Somasi kepada Termo-
hon sebanyak tiga kali yaitu :

— Somasi Pertama melalul Surat No: 078/GN/IV/2001 tanggal 2 Aprzl 2001
(Bukti P~7a);

— Somasi Kedua melalui Surat No OQQ.’GN/IV/2001 tanggal 23 April
2001. (Buktx P-7h);

- Somasi Kettga melalui Surat No 107/GN/V/2001 tangga! I Mei 2001
(Bulcti P~7c),

Bahwa somasi-somasi tersebut pada mtmya memmta Termohon untuk
melaksanakan kewajibannya kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian
Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-
mun Termohon tetap tidak mengmdahkan somasi-somasi ' Kuasa: Hukum
Para Pemohon tersebut; .

Bahwa dari uraian-uraian di atas temyata terbukt: secara sempuma bahwa
~ Termohon mempunyai hutang kepada Para P&mohon '

— Hutang tersebut telah Jatuh tempo dan dapat chtagxh

— Termohon mempunyai lebih dari satu (1} Kreditur. yang beram hutang
“Termohon lebih dari satu;

Bahwa dengan demikian Permohonan Paim ini telah memenuhl persyaratan
sebagaimana ditentukan dajam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Ta-
hun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur. dan tidak mem-
bayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat dxtag:h

Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah
jatuh teripo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mem-
punyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah Jjatuh tempo
dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan a}asan hu-
kum yang kuat untuk dipailitkan;
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20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan para Pemohon dan guna

 mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat

- = merugikan hak dan kepentingan para Pemohon dalam rangka mendapatkan

pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka para Pemohon mo-

hon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis

Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta

kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21, .Bahwa oleh. karena. Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini me-
nyangkut - aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan
yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Perma No. 2. Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah
Agung No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim 4d Hoc, para Pemohon mohon
agar Permhonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim 4d Hoc;
Bahwa untuk pemeriksaan ini, para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana,

SH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai
Hakxm Ad Hac,

‘Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon
memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara a guo membenkan putusan
sebagali berilaut :

1. Mengahulkan Permohonan para Pemohon untuk seiuruhnya

2. Mengangkat ibu Elyana, SH., sebagai Hakim Ad Hoc yang, akan duduk
dalam Ma_;chs Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

3. . Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners
Concellors at Law & Sworn Translater;, Surya Building, Lantai 7, Suite
704, Jalan MH. Thamrin Kav.9, Jakarta 10350:

5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak:

6, Menghukum Texmohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari
- perkara ini : '

Atau jika Majelis' Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat berpendapat lain malm para Pemohon mohon putusan yang seadﬂ—adsknya
(ex aequo et bono),

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Peng- :
adilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaim putusan tanggal 5 'é
September 2001 No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : ' R

“1. Menolak permohonan para Pemohon;
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“2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon  sebesar ‘Rp.5.000.000,00
(lima juta rupiah); : .

Bahwa terhiadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atés permo-
konan Pemohon Pailit telah ditolak permohonan kasasinya oleh Mahkamah
Agung RY dengan putusannya tanggal 10 Oktober 2001 No. 035 K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Aguhg RI tanggal 10 Oktober
2001 Np. 035 K/N/2001 vang felah berkekuatan huloam tetap ‘tersebut adalah
sebagai berikut :

= Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. IKB DEUTSCHE
INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK
AQG. tersebut;

— Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit T dan Il/para-Kreditor
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp.5.000.000,~ (lima juta Rupiah); : - g

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, tersebut /n casw putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2001 Neo.
035 K/N/2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada
tanggal 22 Oktober 2001, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/
Pemohon pailit-dengan perantaraan para’ kuasanya berdasarkan surat kuasa
khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 ‘dan 20 Juiii 2001 “diajukan permo-
honan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal & November 2001, per-
mohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permo-
honannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari,
itu juga; - : R

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal ‘9 November
2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan® Negeri Yakarta
Pusat pada tanggal 14 November 2001; : e :

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal
288 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang
dengan Undang-undang  No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya - disingkat dengan
“Undang-undang Kepailitan™), permohonan peninjauan. kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara
yang ditentukan Undang-undang; : S B

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kémbali telal mengajukan
alasan-alasan peninjavan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan ketentian Pasal 6
ayat (3) dan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. o
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. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 33 (paragraf 7)

dan halaman 34 (paragraf 1) yang menyatakan bahwa hutang debitur
yang dijamin oleh Termohon telah pula diasuransikan sehingga hutang

* debitur @ quo dijamin oleh dua lembaga penjamin yang berbeda yaitu
" lembaga asuransi dan lembaga pribadi dan bahwa dengen adanya lem-

baga asuransi yang terkait dalam perjanjian kredit KD 168962 IF.Kr.l,
maka perlu dibuktikan terlebih dahuiu apakah perjanjian asuransi terse-
but telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks,
tidak sederhana atau tidak summir lagi karena harus dipertimbangkan si-
fat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi a quo terhadap
hutang debitur tersebut adalah alasan yang dibuat-buat;

. Bahwa menmurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan,

debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak merabayar
sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih
krediturnya; '

. Bahwa selama persxdangan telah terbukti secara sederhana dan sem-

purna bahwa Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali,
terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur, tidak membayar sedikimya
satn hutang; dan terbukii hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat

~ ditagih;
. Bahwa Menurut Xetentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan

pemyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan
yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaimana dxmaksud Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah ter-
penuthi.

. Bahwa dengan demikian Permohenan Pailit yang diajukan Para Pemo-

hon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi, telah terbukti
secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)
UU Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU

_Kepailitan, Pengadilan harus mempailitkan Termohon Pailit, sekarang
‘Termohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memahami Ju-
dex Factie yang berpendapat bahwa perlu dibuktikan lebih dahulu
apakah perjanjian asuransi sudah dilaksanakan sebab permohonan ini
tidak berkaitan dengan perjanjian asuransi tersebut;

. Kesimpulan : Di sini terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan

kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Jo Pasal i
ayat {1) UU Kepailitan karena walaupun permohonan pailit telah me-
menuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 1
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ayat (1) UU Kepailitan namun Majelis Hakim Kasasi tetap menolak
mempailitkan Termohon Pailit’Tenmohon Peninjanan Kembali dengan
alasan perkara ini menjadi kompleks dan tidak sederhana lagi:

2. Bahwa baik Judex Factie maupun Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya
telah membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata, karena hanya mempertim-
bangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit dan menga-
bajkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya butir 4, 3) Per-
nyataan Jaminan Pribadi;

a. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnyz pada halaman 33
(paragraf 5) menyatakan bahwa ternyata dalam perjanjizn kredit a quo
sesuai dengan Peraturan ekspor-impor Negara Rep.: Federal Jerman
yang bertindak melalui Hermes Kreditversicherugs AG untuk asuransi
kredit ekspor (jaminan-pembayaran kredit) yang apabila dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 12.4.1. yaitu jaminan pembiayaan kredit yang
berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan. Bahwa dari
fakta hukum tersebut dapat dinilai, Perjanjian Kredit a guo sesuai pera-
turan ekspor-impor negara Rep. Federal Jerman harus dibayar melalui
asuransi kredit ekspor (Hermes Kredztversmherugs AG) disamping itu
dijamin pula oleh Termohon dan Penjamin lainnya;

b. Bahwa Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan
hukumnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1
Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa j jaminan pemblayaan kredit
oleh Hermes Kreditversacherungs AG berlakn ~penuh’ dan mengikat
tanpa persyaratan dan batasan, :

¢. Bahwa akan tetapi Judex Factie demlkum puia Majehs Hak}m Kasasi
sama sekali- tidak mempertimbangkan ketentuan -Pasal 2, 3 dan 4
{khususnya butir 4.3). Pernyataan Jaminan Pribadi yang ditandatangani
Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjanan: Kembali, (Vide Bukti
P-4) dan menjadi dasar para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu para
Pemohon Pailit untuk mengajukan  Permohonan Pernyataan Pailit.
Demikian pula surat dari Hermes Krediversicherungs-AG (Vide Bulkti
P-8) yang secara tegas telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon
Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mempailit-
kan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dipertimbangkan
Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi; -

d. Bahwa para Pemohon Peninjavan Kembali dahulu Pemohon Kasasi ti-
dak bisa memahami sikap Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi yang
sepertinya sengaja mengabaikan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4. (khususnya
butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang men_]adl dasar hukum Per-
mohonan Pailit  quo diajukan;
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. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pernyataan Jaminan.Pribadi me-

nyatakan sebagat berikut :

“2. Yaminan ini dalam hal apapun tidak bersyarat dan bergantung pada
upaya untuk menagih dari peminjam atau berdasarkan syarat tang-
guh lainnya™;

“F e Dalam hat apapun PT. Masterina Keramika Pratama, Jakarta,
dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk ... Peme-
rintah Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Pen-
jamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Penjamin

. dari jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit atau
Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak
subrogasinya. atau hak-bak lainnya yang mumgkin ada untuk
menuntut terhadap Republik Federal Jerman

-4 3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandang

hatl dan kewajiban dari Penjamin disinj tidak akan terpengaruh atau
tergantung oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada
pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh para Pemberi Kredit
atas haknya, upaya atau hak istimewanya berdasarkan atau se-
hubungan dengan perjanjian jaminan ini”

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi se-

bagaimana dilatip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1
Perjanjian Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat
tanpa persyaratan dan batasan namun Termohon Pailit sekarang Termo-
hon Peninjauan Kembali dalam Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut
telah menyatakan bahwa kewajlban Termohon Pailit selaku Penjamin
hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit sekarang Para Petnohon
Peninjauan Kembali adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun Peme-

- rintah Republik Jerman dalam kedudukan}:ya“sabagal Penjamin Perjan-

jian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk Pembayaran hutang
Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Penin-

- jauan Kembali;
. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pemnyataan Ja-

minan, yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur kepada Para
Pemohon Peninjauan Kembali adalal Termohon Pailit sekarang Ter-
‘mohon Péninjauan Kembali dan bukan Hermes;

. Bahwa ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut di atas juga me-

“‘negaskan bahwa Termohon Pailit sekarang Termohon Peninjauan Kem-
~bali sebagai Penjamin hutang telah menyatakan melepaskan semua hak
‘subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut
Republik Federal Jerman yang berarti bahwa Termohon Pailit tidak da-
pat menolak tuntutan hukwn Para Pemohon pailit, sekarang Para Peimo-
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hon Peninjavan Kembali dengan dalil bahwa Para Pemohon Pailit hams
- terlebih dahuly menuntut Republik Federal Jerman;

i Bahwa karena Termohon pailit, sekarang Termohon Peninjavan Kem-
- “bali, sebagai Penjamin- Pribadi telah menyatakan bahwa dalam hal
- apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai
Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk
pembayaran hutang Debinir kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para
Pemohen Peninjauan Kembali, maka Termohon Pailit merupakan satu-
satunya Penjamin yang harus membayar hutang Debitur kepada Para
Pemohon Pailit, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali; -

i. Bahwa keberatan-keberatan yanpg diajukan Para Pemohon Peninjauan
Kembali semula Para Pemohon Kasasi, jelas bukan merupakan
penilaian atas hasil pembuktian tetapi yang diajukan sebagai dasar hu-
kum ke-beratan ini adalah fakta bahwa Judex Factie dalam putusannya
mengan- dung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

3. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan _]urnsprudcnsx tefap Mahkamah
Agung bahwa pen_;amm hutang yangtclah meiepaskan ‘hak-hak Istxmewa
dapat dimohonkan Pailit.

a. .Bahwa Majelis Hakim Penmjauan Kembah da!am Putusan Pallit No.
. 01/PK/2000 antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Panin selaln
‘Para Pemohon Pailit melawan Cheng Basuki dan Afen Siswoyo sebagai
- Para Termohon Pailit dalam kapasitas mereka sebagai Penjamin Hutang
PT. Tensindo kepada antara lain Para Pemohon Pailit telah menegaskan
bahwa kedudukan hukum Termohon Pailit sebagai Penjamin Hutang
debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya se-
bagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833,:1837, 1847,
1848 dan 1849 XUH Perdata adalah sama dengan kedudukan huloam
debitur dan karena itu Kreditur selaku Pemobon pailit berhak untuk me-
nagih secara langsung kepada Termohon Pailit tersebut;

b. Bahwa dalam perkara ini Termohon Pailit sekarang Termohon Penm—
janan Kembali adalah Penjamin hutang yang telah melepaskan hak-hak
istimewanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831,
1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata untuk _menjamin pe-
junasan hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit sekarang Para
Periohon Peninjanan Kembali.

c. Sedangkan Majelis Hakim Kasasi di halaman 16 bams ke 16 Putusan
Mahkamah Agung mempertxmbangkan bahwa : “Lagi pula mengena:
perjanjian jaminan merupakan perjanﬁan accesoir dari suatu perjanjian
pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan kedudukan
debitur. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditwr berhak
menuntut barang-barang penjamin untuk mehmasi hutang Debitur”,

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 121



d. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat
hulum dari ahli hukum kepailitan Elyana, SH. dan Jerry Hoff yang
diajukan Para Pemohon Pailit sckarang Para Pemchon Peninjauan
_Kembali yang pada intinya menyatakan bahwa “tidak ada keraguan

. bahwa berdasarkan UU Kepailitan diperbolchkan memohon kepailitan
terhadap penjamin (baik suatu, badan maupun perseroan}. Alasannya

. adalah bahwa Penjamin adalah seorang Debitur. Penjamin adalah debi-
. tur dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur”.

~e.- Bahwa dengan demildan Majelis Hakim Kasasi jelas telah melakukan
kesalahan berat dalam menerapkan Undang-undang Kepailitan sehingga
putusan Majelis Kasasi in cosu harus dibatalkan dan Majelis Hakim
Peninjauan Kembali seyogianya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alagan ad.l, ad.2 dan ad.3

Keberatan-kebaratan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan pertim-
bangan sebagai berikut bahwa dengan diasuransikannya utang Debitur yang te-
lah dijamin oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi melalui asuransi kredit
ekspor (Hermes Kreditversich herungs A7) maka sesuai dengan ketentuan Pasal
12.4.1 dan Pasal 13 perjanjian kredit- yang bersanglostan;” perlu dibuktikan
apakah perjanjian asuransi tersebut:telah terpenuhi- dan sampai sejauh mana
tanggung jawabnya, proses mana mem‘t-uat pembuktxan da]am permohonan pailit
a quo menjadi kompleks dan rumit;

" bahwa dengan demikian, kesimpulan baik dari Judex Factie maupun Ma-
jelis Kasasi bahwa proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara
sederbana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan), tidak merupakan
kesalahan berat sebagaimana yang dunaksud daiam Pasal 286 ayat (2)b Undang-
undang Kepailitan. -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangm-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. IKB
DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISHE HYPO-UND VERE-
INSBANK AG. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menunbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninj auan Kembali adalah
p1hak yang kalah, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam penin-
Jjauan kembali ini;

' Memperhatlkan Pasal-pasal dari Undang- undang No. 14 Tahun 1970,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Unéang undang Kepalhtan serta
Undang undang lam yang bersangkutan;
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MENGADILI

Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan kembali dari : 1. IKB DEUT-
SCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VERE-
INSBANIK AG. dalam hal ini keduanya diwakili oleh para kuasa mereka :
ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH., dan kawan-kawan. tersebut;

Menghukum para Pgmohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam' peninjavan kembah am ‘yang"ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2002, dengan BAGIR MANAN, Ketua
Mahlcamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH. dan Prof DR.
PAULUS E, LOTULUNG, SH.,, Ketua-ketua Muda Mahkamah Agung écbagai
Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang ter-
buka unfuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan
dihadiri oleh H. SOEHARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG,
SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut gerta PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA
ttd. ttd.
H. SOEHARTO. 8H, BAGIRE MANARN, SH.
itd,

Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, §H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd,
PAHALA SIMANJUNTAK, SH.
Biava-biaya :
1. Meteral .o, Rp. 6.000,-
2. Redaksi oo Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ........ Rp. 9.993.000.-
Jumlakh ............ Rp.10.000.000,-
{sepuluh juta rapiah)

Yurisprudensi Mafikpmah Agung R 123



Untuk Salinan
T MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal:
. Kepala Direktorat Perdata Niaga

ttd.

- PARWOTO WIGNJOSTUTMARTO, SH.
NIP 040 018 142
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PUTUSAN

INomor ; 035 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara maga da]am tingkat kagasi teiah mengambli putusan sebagax
berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. IKE DEUTSCHE }NDUS’I‘RIEBANK AG., sebuah
: perusahaan bank yang didirikan memuut hukum Re-
publik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-
- Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany.
‘Pemchon Kasasi I, dahulu Pemohon Pailit VK reditur.

2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.,
sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hu-
kumn Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am
Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany.

Pemohon Kasasi 11, dahulu Pemohon Pailit I/Kreditur.
‘Kedua-duanya - dalam hal ini diwakili ‘oleh : ABDUL
HAKIM G. NUSANTARA, SH.,LLM.; BENNY HARMAN,
SH.MH,, dan HAYKEL WIDIASMOKO, SH., kesemuanya

- -Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hu-
- kum A, Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, berala-
mat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang

‘Prapatan-Raya No.100 Jakarta' Selatan, berdasarkan surat
- kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001.

melawan

Sdr. HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara 1
No.11 1J Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya : HOTMAN PARIS HUTAPEA, $H., dan
MARK ANDRYAN, SHMM., Pengacara pada Kantor
Hotman Paris & Partners;-beralamiat di Summitmas [ Lt.18,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2001,

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
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Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sckarang para

Pemohon Kasasi sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di
muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
pokoknya atas dalil-dalil -

1.

126

Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunsyah
Gunawan, Sarjana’ Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT.
Hebel Indonesia (selanjutnya disebut “Debitur’), sebuah perusahaan na-
sional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia,
beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya

“No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menanda-

tangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjutnya disebut “Perjanjian
Kredit”) ....(Bukti P-1);-

Bahwa Para Peruohon berdasarkan kondist dan persyaratan yang ditentukan
dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar
DEM . 25,135,921.00 . (Deutsche Mark twenty -five million one hmdred

.thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan

perincian sebagai berikut :

—.. IKB Deuische Industriebank AG sebesar DEM  15,081,552.60

(Deutsche Mark fifieen million eighty one thousand five hundred fifty
two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);

-—. Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche

- Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty
- Pfenning) (40% ..... forty percent);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan
" oleh Debitur untuk membiayai-85% dari total nilai kontrak sebesar DEM
. 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one

thousand  and 'six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor
antara Debitur dan Hebel International Gmbh. & Co. tertanggai 22 Juni
1994 sebagaimana. telah - dirubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian
Ekspor);

Bahwa berdasarkan :

- Akta Pengakuan Huténg No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur

di depan Romny Harunsyah Gunawan 8H., Notaris di Jakarta tanggal 18
Mei 1995, (Bukti P-2); .

~ Surat Pernyataan dari Hebel International Gmbh & Co.KG yang ditanda-

tangani. Dr. Gert Leidner dan I"rledhe}m Kuhn tertanpgal 28 Mei
2001.(Bukti P-3); .

Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM
25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five
thousand and Nine hundred twenty. one);
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0.

11

12.

Bahwa Para Pemohon. memberikan pinjaman tersebut- kepada Debitur
karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Per-
nyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang di-
buat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., No-
taris di Jakarta (Selan_mmya disebut ”Pernyataan Ja.mman”) (Buktl P-4);

Bahwa Pemyataan Jamman yang standatangam Termohon tersebut (Vide
Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk
melunasi seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon selaku Para Kreditur;

Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan
Termohon untuk. menjamin pembayaran lunas seluruh hutang  Debitur
kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak isti-
mewa sebagalmana diatur dalam Pasal-pasal 1430 1831, 1833 1337, 1847,
1848 dan 1849 KUH Perdata;

Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan keduciukan istime-
wanya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847,
1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak

. dapat memmntut supaya benda-benda milik Debitur !eblh dahulu disita dan

dijual untuk melunasi hutangnya;

Bahwa dengan -dilepaskennya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut
oleh Termohon maka kedudukan hulaun Termohon untuk melunasi-hutang

Debitur-adalah’ sama :dengan kedudukan hukwn Debitur untuk melunasi

hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon sebagai Penjamin wntuk melunasi' hutang
Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitar;

Bahwa kedudukan hulum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur
yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan
kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon tersebut telah diperkust oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan Pailit No.OI/PK/N/2000 yani ‘membeérikan- pertimbangan
bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi-hutang Debitur adalah
sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepas-
kan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5); .00 v

Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut ‘oleh Debitur atat Ter-
mohon kepada Para Petnohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal
31 Oktober 1997 {Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Ter-

. mohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada

tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah
mengingatkan Debitur atau Termohon; . :

Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokek dan bunga) yang
telah jatuh tempo tersebut dan harus .dibayar Debitur atau: Termohon
kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM
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13.

i4.

15

23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and
eight hundred nine thirty two Pfenning);

Bahwa jumlah kewajibn Debitur atan Termohon kepada Para Pemohon
tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;

Bahwa Para Pemobon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur
dan Termohion yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang

‘Debitar G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemo-
“hon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 {Bukti P-6) ;

Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para
Pemohon melatui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termo-
hon sebanyak tiga kah yaitu :

— Somasi Pertama melalui Surat No. G']S/GN/IVQOUI tanggal 2 April
2001 i {Bukti P-7a);

- -Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April

16.

C2001 {Bukti P-7b);
—~ Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal T Mei 2001
................. {Bukti P-7c);

Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon umtuk

-melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian

- Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-
- mun. Termohon tetap tidak mengmdahkan somasi-somasi Kmsa Hukum

17.

Para Pemohon tersebut;
Bahwa dari uraian-uraian di atas temyata terbukti secara sempurna bahwa :

" — Termohon mempunyai hutang k'epada'Para Pemohon;

~ Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat difagih;

_~ Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarti hutang

18.

9.

20,

128

Termohon lebih dari satu;

Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini telah memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1} Undang-undang No. 4 Ta-
hun 1998 tentang Kepailitan vaitu dua atau lebil Kreditur dan tidak mem-
bayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut te-
lah jatuli tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon
mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (I) hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih maka Termohoen telah mempunyai dasar dan alasan

hukum yang kuat untuk dipailitkan; '

Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Pemochon dan guna
mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat
mertgikan hak dan kepentingan Para Pemohon.dalam rangka mendapatkan
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pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka Para Pemchon mo-
-hon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis
Hakim meletakkan sita jaminan atas harta-kekayaan Termohon baik harta
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak; .
21. ‘Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan’ Pernyataan Pailit ini me-

© nyangkut aspek ‘internasional dan mengingat kompleksitas ' pénnaSalahan
yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Perma No.2 Tahin 2000 Tentang Penyempumaan Peratiiran” Mahkamah

- Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim'Ad Hoc, Para Pemohon mohon
agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim 4d Hoc;
Bahwa untuk ‘pemeriksaan’ ini, Para Pemchon mengusu!kan Ibu Elyana,
SH., Hakim Ad Hoc pada Pengadllan Niaga/Negeri Jakarta' Pusat sebagau
Hakzm Ad Hac,

Bahwa atas dasar-dasar dan aiasan—alasan tersebut d; atas maka Pemohon
memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara @ quo memberikan putusan
sebagai berikut :

1. . Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk selumhnya -

2. Mengangkat Tbu Elyana, SH., sebagai Hakim Ad Hoc yang ‘akan duduk
dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;.

3. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Concel-

lors at Law & Swom Translater, Surya Buildmg, Lantal 7,-Suite 7(}4 }aian
MH. Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;-

5. Meletakkan sita’jaminan  atas harta 'kekayaan' Termohon baik ‘harta
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak; -

6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh b;aya yang nmbu! dari
perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadlian Nxaga pada Pengadllan Negen Jakarta
Pusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan yang sead11~adnlnya
(ex aequo et bono),

‘bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadllan Nlaga pada Peng-
adilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal
05 September 2001 Nomor : 037fPAILIT/2(}OI/PN NIAGAJ’IKT PST yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : . -

1. Menolak permohonan para Pemohon

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar:Rp.5.000.000,00
(lima juta rupiah);
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bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri- Jakarta
Pusat tersebut diberitahukan kepada-Pemohon pada tanggal 6 September 2001,
kemudian terhadapnya oleh Pernchon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 20: Juni 2071 diajukan pennohonan kasasi secara
tertulis pada tanggal 11 September 2001, sebagaimana temyata dari akte permo-
honan kasasi No. 31/Kas/Pajlit/2001/PN.NIAGA/JIKT.PUSAT. jo. No. 037/
PAELI’[_‘_/?.OO}_/PN.NIAGA/JKT.PST.}’ang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadil-
an Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana di-
sertai,dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang . diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
11 September 2001 (hart itu juga);

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 12 September
2001 telah disampailkan permohonan_i_{asasx dan . salinan memori kasasi dari
Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadllan N;aga pada Pengachlan Negerx Jakarta Pusat tanggai 18 September
2008

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alas_an—alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam teng-
gang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang; maka oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima; -

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Ka-
sasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas kepufusan dan pertimbangan-
pertimbangan hulkum Pengadilan Niaga (“Judex Factie™) yang mendasari
keputusan tersebut karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, Judex

_ Factie telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hu-
kum sehingga oleh karenanya salah pula keputusan yang dijatuhkan;.

2. Bahwa Judex Factie dalam menolak permohonan pernyataan pailit Para
Pemohon ternyata hanya. mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal
12.4.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiayaan
kredit oleh Hermes Kreditversichner ungs AG ber}aku penuh dan mengtkat

" tanpa persyaratan dan batasan.”

3. DBahwa akan tetap; Judex Factie sma sekah tidalk mempertimbangkan
ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan
Pribadi yang ditandatangani Termohon (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar

*" " Para Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Surat

" dart Hermes Kreditversichnerungs-AG (Vide Bukti P-8) yang secara tegas
telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon untuk mempailitkan Ter-
mohon;

4. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan
sebagai berikut :
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- *2.-Jaminan ini dalam hal apapun-tidak bersyarat dan bergantung pada
upaya untuk menagih dari peminjam atau berdasarkan syarat tangguh
lainnya”; o

“3. .. Dalam hal apapun PT. Masterina Keramika Pratama, Jakarta,
dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk ..... Pemerintah
Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin dari

- Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Penjamin dari jumlah
“yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan
Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak

lainnya yang mungkin ada untuk menuntut terhadap Republik. Federal
.Jerman ) _— . .

“4.3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh’dan mengikat tanpa memandang hal
dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh’atan tergan-
Aung oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada ‘pelak-
sanaan atau tidak dilaksanakannya oleh.para :‘Pemberi Kredit atas
.- haknys, upaya atau hak istimewanya berdasarkan atau -sehubungan
.dengan perjanjian jaminan ini® : R E
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi seba-
gaimana-dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan'Pasal 12.4.1 Perjan-
Jian Kredit menyatakan bahwa Jaminan Pembiayaan Kredit yang diberikan
Hermes berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasah, namun
Termohon ‘dalam ‘Pasal 3 Pernyataan ‘Jaminan tersebut telah menyatakan
bahwa kewajiban Termohon selaku Penjamin Hutang Debitur kepada Para
Pemohon adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun-Pemerintah Repu-
blik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin ‘Perjanjian
‘Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran Hutang Debi-
ur kepada Para Pemohon; .- . .. L o e
~'Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Petnyataan Jamin-
an, yang bertindak sebagai Penjamin Hutarig Debitur kepada Para Pemohon
adalah Termohon dan bukan Hermes; - S e
6. - Bahwa ketentuan Pasal 3 tersebut sebagaimiana diutarakan dalam butir ke-4
~+. dan ke-5 di atas juga menegaskan bahwa Termohon sebagai Penjamin Hu-
- “tang telah menyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atay hak-hak
*lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik’ Fedéral Jermian yang
berarti bahwa Termohon tidak dapat menolak tuntutan hukum Para Pemo-
hon dengan dalil bahwa Para Pemohon harus terlebih dahulu menuntut Re-
- publik Federal Jerman; T T e
7. Bahwa untuk mempertegas kedudukan Termohon sebagai Penjamin Hutang
Debitur yang bersifat absolut kepada Para Pemohon tersebui, Termohon
dalam Pasal 1 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan bahwa kedudukan
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10,

11.
... pat-hukam Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang menyatakan bahwa un-

12.

Termohon tidak semata-mata sebagai Penjamin saja tetapi juga selaku

.Debitur Utama;

Bahwa karena Termohon sebagai Penjamin Pribadi telah menyatakan

. bahwa dalam hal apapun Pemeriniah Republik Federal Jerman dalam

kedudukan sebagai. Penjamin. Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai
Penjamin untuk pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit

y “maka tidak relevan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan sifat,
kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap hutang

Debitur tersebut;

Bahwa disamping itu Hermes Kreditversichnerungs-4G (“Hermes) dengan
tegas telah menyetujui tindakan hukum yang dilakukan Para Pemohon ter-
hadap Termohon, sehingga dengan demikian jelas Termohon mempunyai
kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Para Pemohon;

Bahwa dengan demikian maka secara huloum Judex Factie telah melakukan
kekeliruan dalam membuat perfimbangan hukum dengan menyatakan

- bahwa dengan adanya Lembaga Asuransi yang terkait dalam Perjanjian

Kredit KD 168962 IF Xr.l, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah
perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi. sehingga pembuktian perkara
ini menjadi kompleks, tidak sederhana atan tidak summir lagi karena harus
dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi

_ a quo terhadap hutang Debitur tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan

Pasal 2,3, dan 4 Pernyataan Jaminan Pribadi Termohon sebagaimana telah
dikutip. di atas; '
Bahwa Judex Factie juga telah kelira mengartikan dan menerapkan penda-

tuk tepatnya. dijatubkan putusan Pailit atau dinyatakan Pailit terhadap
Debitur harus diingat dua ketentuan yaitu Pasal 1 ayat 1 (1) dan Pasal 6
ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang merupakan gabungan kumulatif
yang harus dipertimbangkan; ‘

Bahwa pendapat Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang dikutip Judex
Factie tersebut pada intinya merupakan penegasan bahwa permohonan
pemyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi. Di sini pendapat Prof. Dr.
Paulus. E. Lotulung, SH., hendak mengingatkan para Hakim di Pengadilan
Niaga bahwa proses pembuktian di Pengadilan Niaga adalah sederhana dan
bahwa apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

‘bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang dlpemlhl maka

o permohonan pallit harus dxkabu}kan

132

Yurisprudensi Mahkamak Agung RI



13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan,
syarat-syarat untuk dinyatakan pailit terhadap: Debitur atau : Termohon
Pailit adalah : '

a} Debitur atau Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditus:

b) Debitur atau Termohon Pailit tersebut tidak membayar sedikitnya satu
hutang; : : s '

¢} Hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

14. Bahwa selama persidangan telah terbukti secara sederhana dan sempuma
bahwa Termohon Pailit terbukti pula mempunyat dua atan lebih Kreditur,
bahwa Termohon Pailit terbukti tidak membayar sedikitnya satu hutang;
bahwa terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

15. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pailit vang diajukan Para Pemohon
Pailit telah terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 6'ayat (3} Undang-undang Kepailitan Permohonan Pailit Para Pemo-
hon harus dikabulkan; ' ‘

. Menimbang: . S et S

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad.1, 2.4; 5.6,7danad. 8 o
bahwa keberatan-keberatan ini ‘tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 3 : TP NS

‘bahwa keberatan ‘inipun tidak dapat dibenarkan, ‘oleh karena ‘mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatt kenyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi-hanya berkenaan -dengan adanyake-
salahan penerapan hukum, adanya pelanggaran ‘hukiim “yang' berlaku, ‘adanya
kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. oleh peraturan per-
undang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang ataumelampati- batas

wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 L ndang-undang tentang

Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 Tahun 1985);
nengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 9 dan.'a_dSIO': T LR T
bahwa keberatan-keberatan ini juga‘tidak dapat dibenatkan, karena keberatati- -
keberatan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan inti ‘pokok permasalah-
an dalam perkara ini (irrelevant), dengan tambahan pertimbangan meskipun -
sudah ada persetujuan dari Hermes Kreditversichnerungs-AG, namun harus di-
buktikan juga, sampai sejauh mana tanggung jawab asuransi dan utang piutang a
quo. Lagipula mengenai Perjanjian Jaminan merupakan perjanjian assesoir dari
suatu perjanjian pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan
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kedudukan Debitur. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak
menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur.
mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 11 dan 12.: .

bahwa keberatan-kéberataxi ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hu-
kam,;

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 13 ad. 14 dan ad_15

- bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat’ dibenarkan, karena tidak ada
hubungannya, sama sekali dengan inti pokok permasalahan dalam perkara ini
lagipula disamping pembuktian yang tidak sederhana Termohon juga tidak me-
r_nenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara (Persona standi in judicio);

* Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon
“Pailit I dan II/Para Kreditur sebagai pihak yang kalah dxhuknm untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1870,
Undang-undang No.14 Tahun 1985, PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah
ditetapkan menjadi. Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan; o

MENGADILL

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:l. IKB DEUT-
SCHE_ INDUSTRIE BANK AG 2. BAYER.ISCHE ‘HYPO-UND VEREINS-
BANK AG tersebut; :

- Menghukum- Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit I dan Il/para
Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tmgkat kasasi ini ditetapkan se-
. besar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiak); -

' Demikianlah dlputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
‘pada hari : RABU, tanggal 10 OKTOBER 2001 dengan H. SOEKIRNO, SH,
‘Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Si-
" dang, ABDUL KADIR MAPPONG, SH., dan ARBLJOTO, SH.,, sebagai Hakim-
hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari it
juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri ABDUL KADIR MAPPONG,
SH., dan ARBIIOTO, SH., Hakim-hakim Anggota serta Ny. SUPRIATI, SH,,
Pamtera Penggann dengan t1dak dihadiri. oleh kedua belah plhak
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HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA

ttd. ttd.
ABDUL KADIR MAPPONG, SH. H. SOEKIRNO, SH.
td,

ARBIJOTO, 8H.

PANITERA PENGGANTI,
o wd
Ny. SUPRIATL SH. -

Biaya-biaya : Co o
1. Meterai ............. it RP. 6000
2. Redaksi ...cccorniiivinnnnns S Rp, " 1000,
3. Administrasi Kasasi......ooeen . Rp. 4.993.000.-
Jumlah ............ Rp. 5.000.000-
. (lima juta rupiah) .

SR Untuk Salinan =0 oo
' -MAHKAMAH AGUNGRI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH
© NIP 040018 142
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PUTUSAN

Nomaor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT .PST,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa
dan mengadili perkara permohonan pernyatan Pailit pada tingkat Pertama, telah
menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari :

s IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., sebuah perusahaan bank

yang didirikan menurnt hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan
di Wilhelm-Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany, selanjutnya
disebut PEMOHON I;

s BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSSANK AG., sebuah perusa-
haan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman,
berkedudukan di Am Tucherpark 16, D-80538 Municly Germany, se-
lanjutnya disebut PEMOHON 11; ' '

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh : Abdul Hakim G. Nusantara,

SH.LLM., Benny Harman, SHMH., dan Haykel Widiasmoko, SH., kese-

muanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A.

Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha

Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001, selanjutnya disebut

sebagai PARA PEMOHON;
Terhadap:

o Saudara HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara I No.11 JJ
Jakarta 11240, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonat Pemohon

Telah memeriksa bukti-buldi yang telah diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
permohonannya tertanggal 7 Agustus 2001 yang didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus
2001 dibawah Daftar Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST telah
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mengajukan permohonan pemnyataan Pailit terhadap - Pemohon dengan alasan—
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

i

Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunsyah
Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT.
Hebel Indonesia (selanjutnya disebut “Debitur”), sebuah perusahaan na-
sional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia,
beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya

No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menanda-

tangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjumya disebut “Perjanjlan
Kredit™) .....(Bukt P-1);

Bahwa Para Pemohon berdasarkan kDHdlSl dan persyaratan yang ditentukan
dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar
DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenfy five million one hundred
thirty ﬁve thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan
perincian sebagai berilut : :

- IKB Deutsche Industriebank AG sebesar 'DEM - 15,081 552 60
(Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred ﬁﬁy
two and sixty Pfenning) (60% ...... sixty percent);

- - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368:40 (Deutsche
Mark ten million fifty four thousand three hunidred sxxty elght and forty
Pfenning) (40% ...... forty percent)

Bahwa berdasarkan ‘Perjanjian Kredit fasilitas Kredit tersebut dlgunakan
oleh Debifur untuk membiayai 85% dari total nilai kKontrak sebesar DEM
29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million’ five hundred seventy one
thousand and six hundred seventy two),” berdasarkan Perjanjian Ekspor
antara Debitur dan Hebel Intermational Gmbh. & Co.’ ‘tertanggal 22 Juni

- 1994 sebagaimana telah dm:bah tanggal 10 Februan 1995 (Perjanjlan Ek-

spor);
Bahwa berdasarkan :

- Akta Pengakuan Hutang No. 91 yang d)buat dan dltandatangam Debxtur
di depan Ronny Harunsyah Gunawan SH Notans di Jakarta tanggal 18
Mei 1995. (Bukti P-2);

~ Surat Pernyataan dari Hebel Iniematmnai Gmbh & Co KG yang dltan—

datangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 ‘Mei
2001.(Bukti P-3);

Debitur telah menerima dari para Pemohon F asilitas Kredit sebesar DEM
25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred th:rty five
thousand and Nine hundred twenty one)

Bahwa Para’ Pemohon memberikan - pm}aman tersebut kepada Debitur
karena Termohon pada tanggal 18 Mei-1995 telah menandatangarii Per-

Yurisprudensi Mahifamah Agung ] 137



10,

nyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.1707/1995 vang di-
buat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, 3H., No-
taris di Jakarta (Selanjutnya disebut ”Pernyataan Jaminan™) ... (Bukti P-4);

Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide

Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk
melunasi seluruh hutang Dehitur kepada Para Pemohen selaku Para Kreditur;

- Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan
- Termohon ' untuk- menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur

kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak isti-
mewa sebagaimana diatur datam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837 1847,
1848 dan 1849 KUH Perdata; -

Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istime-
wanya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847,

- 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Pénanggung tidak

dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan
dijual untuk melunasi hutangnya;

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut
oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang
Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitor untuk melunasi
hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang
Debitur tanpa Pata Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;

‘Bahwa keduduken hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur

... yang telah fnelepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan

Il
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kedudukan hulum Debitur dan Para Permohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan Pailit No,01/PK/N/2000 yani memberikan pertimbangan
bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah
sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepas-
kan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5);

Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh Debitur atau Ter-
mohon kepada Para Petnohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal
31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Ter-
mohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada
tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah
mengingatkan Debitur atau Termohon;

Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang

“telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon

kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM

.. 23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and

eight hundred nine thirty two Pfenning);
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15,

16.

7.

18.

9.

20.

Bahwa jumlah kewajibn Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon
tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan; -

Bahwa Para Pemohon tfelah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur
dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang
Debitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemo-
hon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6) ;

‘Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para -

Pemohon melaluni Kuasa Hulkumnya menyampaikan Somasi kepada Termo-
hon sebanyak tiga kali yaitu

~. Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 Apn!
20071 o (Bukti P-7a);

- Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 Aprl]
2001 .. ... {Bukti P-7b);

— Somasi Ket;ga melalni Surat No.107/GN/V/2001 tangga] 1 Mei 2001
................. {Bukti P-7¢);

Bahwa somasi-somasi tersebut.pada  intinya ‘meminta  Termohon untuk
melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian
Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-
mun Termohon tetap tidak mengmdahkan somasx somasa Kuasa Hukum
Para Pemohon tersebut;

Bahwa ddri uraian-uraian di atas ternyata terbuktl secara sempuma bahwa

— Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;

~ Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; - .

- Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang bérarti hutang
Termohon lebih dari satu; - e

Bahwa dengan demikian Permohonan Palllt ini telah memenuh1 persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Ta-

hun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur dan tidak mem-

bayar sedikitnya satu utang yang telsh jatuh waktu dan dapat ditagih; |

Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut te-

lah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula' bahwa Termohon
mempuityai dua Kreditur dan sed:ktmya satn (1) hutang yang telah Jamh

tempo dan dapat ditagih ‘maka Termoh_on telah mempunym dasar dan aiasan

hikum yang kiat untuk dipa:htkan

Bahwa untuk melmdung: hak dan kepentmgan Para Pemohon dan guna
mencegah Termohon melakikan tindakan -atas  kekayaan -yang- dapat
merugikan hak dan kepentingan Para.Pemohon.dalam rangka mendapatkan
pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka Para Pemohon mo-
hon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis
Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta
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kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21.- Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini me-

- nyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan

yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

Perma No.2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah

Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim 4d Hoc, Para Pemohon mohon

agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ad Hoc;

22. Bahwa untuk perneriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Tbu Elyana,

SH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai
Hakim Ad FHoc;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon
memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara a guo memberikan putusan
sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim 44 Hoc yang akan duduk
dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

3." Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya

Menunjuk sebaga: Kurator Syarzf Bastaman, Bastaman & Pariners Concel-
lors at Law & Swormn Translater, Surya Building,- Lantai 7, Suite 704, Jalan
MH.Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;

5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun haria tidak bergerak;

6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari
perkara ini;
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan vang seadil-adilnya
(ex aequo et bono); '

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon I dan Pemoton II telah hadir Kuasa Hukumnya Abdul Hakim G. Nu-
santara, SH., LLM, Benny Herman, SH.MH. dan Haykel Widiasmoko, SH., ber-
dasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2001, sedangkan untuk Termohon telah
hadir Kuasa Hukumnya Hotman Paris Hutapea, SH., Marx Andryan, SH., MM.
dan Mien Harmini, SH. Advokad dan Pengacara pada’ Kantor Hukum HOT-
MAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Summit Mas I Lt. 8, JL.
Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Se!atan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Agustus 2001;

140 Yurisprudensi MafiRgmahi Agung &1



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya kecuali mengenai penyebutan
Pemohon I ada perbaikan/perybahan sesuai Pemohon tanggal 20 Agustus 2001,
dari BAYERISCHE VEREINSBANK AG. menjadi BAYERSCHE HYPO-
UND VEREINSBANK AG.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon
telah mengemukakan tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2001
dan perbaikan (ralat) tanggal 24 Agustus 2001 yang pada pckelmya berbunyi
sebagai berikut :

“Penganggung (-Pananggung) terhadap para Pemohon bukan hanya Termao-

hon tetapi ada pada penanggung lain YANG TIDAK BERTANGGUNG

JAWAB SECARA  TANGGUNG RENTENG - yaitu-PT.  Masterina

Keramika Pratama dan Hermes Kreditversichnerugs AG dan juga surat ja-
- minan {letter of undertaking) dari PT. Harjamukti Langgeng, PT. Sumber
- Pratama Rejeki Bumi dan PT. Kersomaju Mestimerdamel”

Atas Penolakan Kelima :

_ “Bahwa kenyataan sebenaranya utang hanyalah “SATU UTANG” dari PT,
. Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dlpenuhl syarat harus ada dua
utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepaihtan“ -

Alasan Penolakan Keenam

“Para Pemohon Pailit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASI-
TAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima pembayaran
utang dari Hermes Kredﬁvermc!menmgs -AG. dan dari Hebel International
Gmbh. & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi hukum keduduk-
an Para Pemohon Pailit sebagai Kreditur berakhir ‘dan-digantikan dengan
tidak - dibayafnya utang tersebut. Secara diam:diam dan tanpa izin dari
Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kredltverswhnemngs
AG menunjuk Para Pemohon Pailit untuk menaglh »

I. BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERINCI ATAS ALASAN-ALASAN
- PENOLAKAN

1. ALASAN PENOLAKAN'PERTAMA :

- “Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001 cacat hukum sebab nama
Pemohon 1I berbeda di surat kiiasa dari Para Pemohon Pailit kepada
kuasanya A. Hakim G. Nusantara & Partriers tanggal 20 Juni 2001 dan
di surat Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001.”

1 1. Nama Pemohon I1

_"Dalam Surat ‘Kuasa tanggal 20 Juni 2(]01 (hhat halaman 1 dan
halamian 3 den legalisasi Notarry Public) : BAYERISCHE
HYPO-UND VEREINSBANK AG.
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MNama Pemohon II -

Dalam Surat Permohonan Pailit tanggai 7 Agustus 2001 (lihat
halaman' 1 Surat Permohonan Pailit dan halaman 1 Daftar Bukti):
BAYERISCHE VEREINGBANK AG.

Perbedaan kata “HYPO—U’ND” jelas menunjukkan badan khusus yang

~ berbeda.

ALASAN PENOLAKAN KEDUA

“Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak dipenuhi sebab sekalipun hdk
istimewa penanggung {ex Pasal 1832 BW dan lain-lain) telah dike-
sampingkan, namun tidak otomatis Termohon menggantikan keduduk-
an Debitur Utama dan tidak menimbulkan hak bagi Pemochon untuk
terlebil dahulu mempailitkan Termohon tanpa tindakan hukum apapun
terhadap DEBITUR UTAMA, sebab yang dikesampingkan hanyalah
Pasal 1832° BW yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada
kreditur (Para Pemohon) untuk menyita barang. (bukan tentang
kepailitan) dan Penanggung kehilangan haknya untuk menuntut agar
barang-barang debitur lebih dulu disita. Pasal 1832 BW dan pasal
lainnya tidak menyinggung tentang Kepailitan sehingga Termohon ti-
dak pernah mengenyampingkan agar sebagian Debitur Utama (PT.
Hebel Indonesia) agar dipailitkan terlebih datulu”

Uraian terperinci :

2.1. Alasan Penolakan Kedua didukung oleh dua (2) YURISPRU-
DENSI MAHKAMAH AGUNG RI dalam perkara niaga, yaitu :
YURISPRUDENSIT :

Putusan. Mahkamah Agung RI No. 019/PK/N/2000 tanggal 22
Januari 2001, dalam perkara antara “PT. " WATAKA GENERAL
INSURANCE” MELAWAN “FREDERICH RADIMAT HS”

(terlampir Bukti T-1), dimana Mahkamah Agung memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut :

“— Bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang ber-
sifat assesoir, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya
perjanjian pokok (Pasal 1821 ayat (1} BW), schingga kewa-
jiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada
Debitur {yang berhutang);

- Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penang-
gung/penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/

penjamin (guarantor) dapat menggantikan Debitur, karena
ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenang-
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an kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penja-

“min (guarantor) untuk melunasi hutang Debitur'dan penang-
gung/penjamin (guarantor) kehilangan haknya untuk menun-
tut agar barang-barang Debitur dulu yang disita;

— bahwa demikian pula meskipun pada umumnya penanggung/
penjamin (guarantor) bisa dipertanggung jawabkan untuk
mermenuhi kewajiban Debitur Utama, sehingga pada prinsip-
nya penanggung/penjamin (guarantor) dapat dimohonkan
pailit apabila Debitur Utama tidak membayar hutangnya,
akan tetapi dalam perkara @ quo, penanggung/penjamin
(guarantor) adalah sebuah perusahaan asuransi yang mem-
punyai kegiatan usaha dalam bidang jasa penanggungan da-
lam arti menjamin kemungkinan.adanya kerugian terhadap
peristiwa yang belum pasti, sedangkan ikatan yang fterjadi

. antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon
Peninjauan Kembali adalah perjanjian yang tunduk pada
ketetnuan Bagian’ Kedua Bab XVI BW oleh karena itu se-

" harusnya tunfutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali
selaki ‘penanggung/penjamin (guarantor) dilakukan secara

' tanggung renteng  bersama Debitur Utama (PT. Cipeles

- Harum Sentosa), hal ini hanya dapat dimungkinkan melalui
gugatan biasa ke Pengadilan Perdata;

. - bahwa dengan demikian pénnchbﬂén'kéﬁéxhtan yang diaju-
kan oleh Termohon Penmgauan Kembah seharusnya ditolak”

_ YURISPRUDENSI I ;

- Putusan Mahkamah Aﬂung RI No. GIWKIN.’ZOO} dalam perkara
antara “BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL”
- MELAWAN “PT. COMEXINDO MARITIM CS” (Vide T-2),
_dimana Mahkamah Agur:g memberakan pertunbangan hulam se-
" - bagai berlkut

“Bahwa dxsampmg itu penankan T ermohon I dan Termohon I
sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, karena Termohon If dan
Termohon ~ III HANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI
PENANGGUNG yang ‘menurut ketentuannya, perjanjian
penanggungan merupakan- perjanjian -accesoir atas perjanjian
pokok, dengan demikian tanggung jawab penanggung adalah se-
bagai cadangan dalam hal harta Debitur tidak mencukupi untuk
melunasi hutangnya bahkan seorang penanggung tidak dapat di-
tuntut agar kantornya disita lebih dahulu” .

“Bahwa oleh karena itu Termohon 1T dan Termohon 111 bukan
Debitur, maka penarikan Termohon 11 dan Teérmohen III bersama
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Termohon 1 sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak
memenuhi syarat Debitur sebaga:mana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)
UU Kepailitan”

ALASAN PENOLAKAN KETIGA

© “Permohonan Pailit tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan

sebab kata-kata atau redaksi dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan
hanya memuat kata “pailit” terhadap “DEBITUR” bukan terhadap
“PENANGGUNG”, apaiagx DEBITUR berupa pemnah digugat atau
dlpalhtkan

Uraian terpermci- alasan Penolakan Ketiga :

3.1, Bahwa' Mahkamah Apung dalam Putusannya No. 019/PK/2000
(Vide T-1) menyebutkan sebagai berikut ¢

“Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari Penanggung/
~ Penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan Penanggung/Penjamin
{guarantor) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal
1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur

" untuk menyita barang Penanggung/Penjamin (guarantor) .........
3.2, Alasan Penolakan Ketiga juga didukung oleh Makalah Yahya
Harahap, SH. (Pensiunan Hakim Agung) dan beberapa tulisan

Mahkamah Agung, sebagai berikut :

- Penanggung tidak dapat dipailitkan sebagaimana diuraikan oleh
M. Yahya Harahap, SH. (Mantan Ketua Muda Mahkamah
Agung RI) dalam makalah berjudul “MASALAH PAILIT DI-
KAITKAN DENGAN GUARANTOR” (Vide T-3) dalam hala-
man 9 s/d 13 yang dikutip sebagai berikut :

“PENGAJUAN PAILIT TERHADAP GUARANTOR

Menurut pendapat saya, TIDAK_ADA DASAR HUKUM
untuk menuntut dan memperhatikan seorang GUARANTOR
dalam keadaan PAILIT,

Pendapat di atas didasarkan kepada ketentuan Pasal 1829
KUH Perdata, yang berbunyi :

” Apabila si penjamin yang telah diterima oleh berpiutang se-
cara sukarela atau atas.dasar putusan Hakim, kemudian
menjadi tidak mampu, maka . harus d}tunjuk seorang
penanggung baru” ;.

Dari bunyi pasal tersebut, apabila secara konkreto dan objek-
tif seorang GUARANTOR berada dalam KEADAAN TI-
DAK _MAMPU, dan GUARANTOR tersebut sebelumnya
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SUDAH DITERIMA Kreditur maka upaya dan tindakan

yang dapat dilakukan Kreditur :
— mengajukan fontuan agar, DITUN}UK GUARANTOR
BARU,

~ dan sekiranya Debltur t:dak berhasil menunjuk GUARAN-
TOR BARU, secara analogis diterapkan Pasal 1830, yakni

Debitur menggantikannya dengan jaminan PAND (GADATD
" atau HIPOTIK.

Pendapat ini sesuai dengan ASAS yang d;atur dalam Pasal -
1820 jo. Pasal 1831 BW;

~ pada prinsipnya sifat BORGTOCH’I‘ hanya mendapatkan
GUARANTOR MENANGGUNG PEMBAYARAN yang
akan dilaksanakan Debitur.

~ oleh karena itu yang MEMIKUL PEMBAYARAN HU-
. TANG yang sebenarnya TETAP berada pada DIRI

- DEBITUR .
- = kualitas GUARANTOR ileut bertanggung jawab atas jami-
 nan pembayaran:hutang -Debitur, “sepanjang GUARAN-
TOR berada dalam'keadaan-MAMPU.- .

— apabila pada suatu ketika dia tidak mampu menjamin
- pembayaran, hilang tanggung jawabnya sebagai penjamin.

"~ itu sebabnya Pasal 1829, menegaskan HARUS MENUN-
Y JUK PENGGANTI GUARANTDR yang tidak mampn,

'_Berdasarkan pen_;elasan yang d:kemukakan CIRI SUKA-
“RELA ‘dan  SUBSIDAIR yang tetkandungpada perjanjian
“BORGTOCHT, tidak sampai meliputi jangkauan untuk me-
nempatkan GUARANTOR dalam ‘keadaan' PAILIT, sebab
pada saat terdapat fakta objektif GURANTOR dia HARUS
SEGERA DIGANTI dengan GUARANTOR BARU. Jadi
pada masa perjalanan perjanjian BORGTOCHT, terdapat TI-
TIK TERMINAL, tempat berhenti kedudukan penjamin.
..Oleh karena itu; selain PENGHAPUSAN atau BERAKHIR-
NYA BORGTOCHT yang diatur pada Pasal 1845-1830,
- Pasal 1829 mengatur: tata cara pengakhiran BORG secara
- KHUSUS dan -atas alasah KHUSUS yang melekat pada diri
dan keadaan kemampuan GUARANTOR.

Pada saat GUARANTOR berada dalam keadaan TIDAK
MAMPU kedudukannya sebagai Penjamin mesti DIAKHIRI dan
menggantinya dengan Penjamin Bary. Kalau begitu, dari mana
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dasar hukum untuk menempatkan seorang GUARANTOR dalam
keadaan Pailit?

" Alasan lain, untuk memperkuat argumentasi yang dikemulkakan

perhatian secara tersurat dan tersirat bunyi Pasal 1 UU Pailit.

<1 Menurut pasal ini yang dapat dmyatakan berada dalam keadaan
- PATLIT::

- SETIAP DEBITUR atau SETIAP YANG BERHUTANG.

Mari kita baca bunyi Pasal 1 UU Pailit ;

“Setxap DEBITUR (DE SCHULDENAAR = ORANG YANG
BERHUTANG) yang tidak mampu membayar hutangnya dst...”
Jadi yang dapat dinyatakan PAILIT hanva orang vang berk-
edudukan sebagai DEBITUR atau SCHULDEINAAR

BORG atau GUARANTOR menurut Pasal 1829 KUH Perdata,

- bukan DEBITUR;'-Tetapi hanya seseorang vang mengikat diri
 untuk memenuhi perikatan apabila Debitur sendiri tidak me-

menuhi, Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara

.- teknis dan substantif,; Perjanjian bukan berubah meniadi DEBI-

TUR, Kedudukannya secara vuridis teiah‘ dilembagakan secara
murnid dalam bentuk BORGTOCHT.

- Ita sebabnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ciri SU-

- "KARELA - dan- SUBSIDAIR yang " melekat pada perjanjian
... BORCTOCHT, tidak merubah kedudukan Penjamin menjadi
.- DEBITUR. walaupun dikonstruksi terjadi duplikasi IDENTIK

antara perianjian pokok dencan perjaniian penjamin.

_Selanjutnya kalau diperhatikan lagi Pasal 1832 KUH Perdata,

ada. disinggung masalah_ Pailit dikaitkan-dengan hak VOOR-
RECHT VAN UITWINNING yang memiliki GUARANTOR. Di-

jelaskan, Debitur. dapat dinyatakan berada dalam keadaan
- PAILIT. Dalam hal yang seperti:itu, gugur VOORRECHT VAN

UITWINNING G UARAN TOR.

Kenapa Pasal ini hanya” menymggung PAILIT yang dijatuhkan
kepada Debitur saja?. Kenapa tidak disinggung tentang PAILIT

- GUARANTOR? Karena secara vuridis GUARANTOR tidak da-

pat- dinvatakan PAILIT. Yang_dapat, hanya PENGGANTIAN

. gab:!a seorang GUARANTOR TIDAK MAMPU.

YURISPRUDENSI I:

PUTUSAN PENGAD}LAN NEGERI MALANG No. 222/PDT.
P/1992/PN.MLG. (Vide T-4) dalam halaman 12 dari pertimbang-
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an hukum Majelis Hakim memberikan pertun‘oangan sebagai
_berilut :

”Menimbang, bahwa cara yang dllakukan ‘oléh Pemohon selain
- bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis menilai
* . tindakan Pemohon untuk menyatakan pailit Termohon sebagai
- tidak serius dan pura-pura, karena menurut Majelis apalah arti-
nya meminta pembayaran terhadap Pemohon dengan mohon
-melakukan sita jaminan atas harta benda Termohon berupa se-
bidang tanah dan rumab atas hutang yang bermilyar-milyar,
‘padahal PT. Bentoel sendiri sebagai Debitur yang menunggak
tidak dilakukan tindakan apa-apa. .

. Bahwa afas tindakan yang pura-pura dan tidak serius terse-
.- but, menurut Majelis tidak perlu mendapat perlindungan
“huleum, .
‘Bahwa karenanya, tanpa per}u mempemmbangkan alat-alat
bukti serta alasan lain yang dikemukakan, Termohon dalam
upaya menyangkal permohonan Pemohon dalam jawaban
dan duplik serta kesimpulannya, Majelis berpendapat per-
mohonan pernyataan pailit oleh Pemohon, harus dinyatakan
- sebagai tidak dapat diterima (met onvankeiy!c verklaard)”.

YURISPRUDENSIII ¢

“PUTUSAN ' PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No,
"258/PDT/1994/PT.SBY. (Vlde T-5) dimana di halaman 10 dan

11 Majelis Hakini memberikan pert;mbangan hukum sebagai
beriknt

“Menimbang, bahwa tldak dapat d:sangkai bahwa Penja-

min bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran oleh

- Debitur, apabila Debitur telah tidak -memenuhi kewajibannya

namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829 KUH

- Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian tidak

mampu, maka harus ditunjuk Penjamin_ baru, disamping itu

dengan mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjamin dimana ti-

dak dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi
Debitur”

Mennnbang, bahwa Pengadzl&n nggl tidak sependapat
dengan pendirian para Teriawaanembandmg yang beranggap-
~an bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari KUH
" Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak
Jistimewa dari Pen}amm sudah berarti bahwa perjanjian penja-
~min g guo merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terfepas
dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan Rokok

Yurisprudensi Mafikamah Agung R] 147



148

Tjap Bentoel dengan para Terlawan/Pembanding, dengan kata
lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut ti-
dak menjadikan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debinur/

. schuldenaar seperti pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,
menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepailitan tidak dapat diterapkan terhadap Pen-
Jjamin, in casu terhadap Pelawan/Terbanding,;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatn yang
telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpenda-
pat bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum untuk me-
nyatakan Pelawan/Terbanding dalam keadaan pilit, maka
permohonan para Terlawan/Pembanding tersebut bukan
dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pendirian
Hakim Pertama melainkan harus dinyatakan ditolak, sedang
pendapat/pendirian Hakim Pertama atas hal selebihnya da-
pat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadil-

an Negeri ‘Malang tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya

- Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata
pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Terlawan/
Pembanding ditolak, maka biaya perkara dalam kedua ting-
kat peradilan ini dibebankan kepada mereka;

YURISPRUDENSI III :

PFUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No.
1009/PDT/1993/PT.8BY. (Vide T-6) dimana di halaman 12, 13
dan 14 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai

- berikut

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan,
apakah” Termohon Terbanding dalam kedudukannya sebagai
Penjamin dapat ditempatkan dalam keadaan pailit seperti ditun-
fut oleh Para Pemohon Pembanding;

Bahwa, menimbang, bahwa tidak dapat disangkal, bahwa
Penjamin bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran
oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memenuhi kewajiban-
nya, namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829
KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian ti-
dak mampuy, maka harus ditunjuk Penjamin bar, disamping itu
mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjaminan dimana tidak
dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur;
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Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan masalah

' _kepaxhtan Pasal 1 ayit (1) dari Peraturan Kepailitan (Failles-

_sement Verordening) berbunyi : “Setaap orang _berhutang

(schuldenaar) yang berada dalam keadaan telah berhenu mem-

bayar hutangnya baik atas permohonannya senditi maupun atas

permohonan seorang penagih (schul/deiser) atau lebih, dengan
putusan Hakim, dapat dinyatakan dalam keadaan pailit™;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan pendirian Para Pemohon/Pembanding, yang beranggap-
an, bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari UU
Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak
istimewa dari penjamin, sudah berarti bahwa perjanjian pen-
jaminan & guo mempakan perjanjian yang berdiri sendiri ter-
lepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan
Rokok Tjap Bentoel dengan Para Pemohon Pembanding, dengan

- kata lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal terse-
but tidak menjadi kedudukan Penjamin berubzh menjadi Debi-
tur/schuldenaar seperti telah pula dipertimbangkan di atas;

. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,
menurut Pengach}an Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)
Peratoran Kepmhtan tidak dapat diterapkan atau diperlakukan
terhadap Penjamin, in casu terhadap Termohon Terbanding™;

- YURISPRUDENSI IV :

.Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/PDT/1995 (Vide T-7) di-
-mana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum
-Sebagai berilcut © - e
- “Dalam kasus personal guaranty atau borgtocht harus ditegas-
+kan azas penjamin selamanya adalah penjamin (guarantor al-
' ways guaranior) atas pembayaran hutang principal apabila
principal tidak membayar ‘atan tidak mampu membayar hutang
kepada Debitur. Oleh karéna itu status keperdataan principal
tidak dapat dialihkan kepada grarantor diluar tuntutan pem-
bayaran hutang principal. Konsekwensi logis dari azas tersebut,
kepada guarantor tidak dapat dimintakan pailit atas wanpres-
tasi yang dilakukan prmcrpal Yang dapat dituntut darj guaran-
for adalah pelunasan hutang principal baik dalam bentuk ber-
sama- sama dengan prmcrpal atau terhadap guarantor™,

4. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :

“Penanggung '(Penanggung) _terh_adap Para Pemohon bukan hanya
~ Termohon tetapi ada pada penanggung lain YANG TIDAK BER-
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TANGGUNG JAWAR SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT.

- Masterina Keramika Pratama dan Hermes Kreditversichnerungs AG
' don juga surat jaminan (letter of undertaking) dari PT. Harjamukti
o Langgeng, PT. Sumber Pratama Rejekl Bumi dan PT. Kersomaju

Mestnnerdamei” o

Uraian terpennm alasan Penolakan Keempat

- Bukti-bukti adanya para Penjamin ‘(Guarantors) LAIN YANG
=~ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA ’I‘ANGGUNG
“RENTENG ;- - e

Cal PT Mastenna Keramx!ca Pratama (Psnanggung)

~  Pasal 1.1 Loan Agreement tanggal 18 Mei 1995 Paragraf 4,
berbunyi sebagai berikut :
“Corporate - Guarantor” mean PT. Masterina
: Keramika Pratama, Jakarta, Republic of Indonesia;”
~-:— Pernyataan Jaminan tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-8) yang
ditandatangani oleh PT. Masterina Keramika Pratama,

_ b, Hermes Kreditversichnerungs AG (Penanggung)

= Pasal 13 Loan Agreement tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-9
e, P-}), berbunyi sebagai berikut ;

“13. Security

13 }. The Lenders will apply Jor a guarantee of fi-

nance credit (“Finanzkreditgarantie”) in re-

- spect of the payment obligations of the Bor-

rower under this Loan Agreement to be issued

bye the Federal Republic of Germany acting

... through Hermes Kreditversicherugs-AG under

.- the rules and regulations of the Federal Repu-

.« blic of Germany for export-credit insurance (the
“Guarantee of Finance Credit”).

- Terjemahan :
“*13. Jaminan

13 2. Para Kreditur akan memohon Jaminan {Penang-
gungan) atas’ kredit pembayaran (“Finanz-
kreditgarantie”y atas kewajiban Debitur atas
pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit ini,
Jaminan (Penanggungan) mana akan diberikan
oleh Federal Republik Jerman melalui Hermes
Kredzrvers:chnerungs AG sesuai dengan pera-
turan export dan import Federal Republik Jer-
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man untuk Kredit Export (“?enanggungan Pem-
~bayaran Kredit™)

. Taniinan dati PT, HARJAMUKTI LANGGENG :
Lihat Letter of Undertakmg (Jamman) tanggal 18 Mei 1995
. (Vide T-10);
~ d. Jaminan dari PT. SUMBER PRATAMA REJEKI BUMI
. Lihat Letter of Undertaking (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995
(Vide T-10);
e. Jaminan dari PT. KERSOMA.}'U MESTI MERDAMEL

Lihat Lerter of Undertaking (Jamman) tanggal 18 Mei 1995
(Vide T-10);

4.2. Bukan Tangpung Jawab Renteng

_Bahwa keseluruhan tanggung Jawab para Ppenanggung dan pen-
Jjamin | tersebut TIDAK ADA dalam’ perjanjxan jaminan yang -
'menyebuﬂ(an tanggung’ jawab para penjamin sebagai “TANG-
'GUNG JAWAB RENTENG” sehingga tidak benar ada dasar
hukum untuk menuntwt 100% utang hanya dari Hokiarto
{Termohon Pailit) apalagl yang d:paihtkan HANYA SATU dari
" Penanggung sedangkan-Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia)
- dan Penanggung/Penjamin 'lainnya belum' pernah digugat atau
dipailitkan;

5. ALASAN PENOLAKANKELIMA :

“Bahwa kenyataan sebendrnya asli utang hanya}ah “SATU UTANG”
dari PT. Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dipénhi syarat
" -harus ada duautang daiam Pasal 1 ayat (1) UU Kepalhtan”

.Uraian terpermcx alasan Penolakan Kelima ;

.- 5.1, -Bahwa PT. Hebel Indonesia" (Debimr) be!um pemah mencairkan
- . dan menerima pinjamanan dari Para Pemohon Pailit.

Termohon dengan ini mensomir Para Pemohon Pailit untuk
membuktikan bahwa Termohon pernah- menerima pinjaman ter-
sebut dari Para Pemohon Pailit? Mana bukti pencairan pinjaman
oleh PT. Hebé! Indonesia berdasarkan Loan Agreement tanggal
18 Mei 19957

5.2. Bahwa utang sebenarnya adaiah-hany&’sétu(i) utang dari PT. He-
bel Indonesia terhadap PT. Hebel International Gmbh & Co. ber-
dasarkan Perjanjian tanggal 24 Juni 1994 (Vide T.11) dan peru-
bahannya tanggal 10 Februari 1995 (Vide T.11.A) dan yang me-
nerima uang tersebut dari Para Pemohon adalah Hebel Interna-
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- tional Gmbh & Co. sebagaimana diakui dalam paragraf kedua, ha-
laman 4 dari Loan Agreement (Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei
19935) (Vide T-9 jo. P-1) yang dikutip sebagai berikut ;

Yon 22 June 1994, as amended on 10 February 1995, the
Borrower entered into the agreement (the “Export Agree-
 ment"} with Hebel International Gmbh & Co. Olching, Fed-
*eral Republic of Germany, (the “Exporter”) providing for
“" the delivery and installation of a Hebel - plant for the pro-
duction of acrated awtoclaved concrete products (the
“Project”) at a total contract value of DEM 29,571,672 (the
“Total Contract Value"). .

Teriemahan :

“pada tanggal 22 Juni 1994, sebagaimana diubah pada tanggal
10 Februari 1995, Debitur menandatangani Perjanjian
e (“Perjanjian Export”) dengan Hebel Internatinal Gmbh & Co,,
* Olching, Federal Republik Jerman (“Exportir”) untuk me-
. ngerahan dan pemasaran pabrik Hebel untuk produksi Acrated
" Autoclaved Concrete (“Projek”) dengan nilai kontrak DEM
29,571,672 (the “Total Nilai Kontrak™). =

_ Karena ashi sebenamnya adalah satu utang, maka Pemohon Pailit tidak
. memenuhi syarat dua (2) utang dalam Pasal 1.ayat (1) UU Kepailitan.

ALASAN PENOLAKAN KEENAM :

“Para Pemohon Pailit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KA-
PASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima
pembayaran hutang dari Hermes Kreditversichnerungs AG dari Hebel
International Gmbh & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi
hukum kedudukan Para Pemohon Pailit sebagai Kreditur berakhir dan
digantikan dengant tidak dibayarnya utang tersebut, Secara diam-diam

. dan tanpa izin dari Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Her-

mes Kreditversichnerungs AG menunjuk Para Pemohon Pailit untuk

.menagih”. 3 . :
* Uraian terperinci alasan Penolakan Keenam :
6.1, Bahwa stmktur penjaminan utang adalah sebagai berikut :

a. Harga barang/mesin : 100 %
.-b. Cara Financing : - _
Finapcier: - : = Penjamin:’
* Pemohon I - Hebel International Gmbh & Co
Pemohon II - Hermes Kreditversichnerungs AG

~ PT. Masterina Keramika Pratama

Yurisprudenst Mafikamah Agung Rf



— Hokiarto

— PT. Harjamukti Langgeng

- PT. Sumberpratama Rejeki Mukti
- PT. Kerjomaju Mestidamel

(catatan : Sifat penanggung bukan
Tanggung Renteng)

6.2 Pelaksanaan Pembayaran oleh Penjamin (Hermes dan Hebel Inter-
natiopal Gmbh & Co.}:

—~ Telah dibayar oleh Hebel Intematlona] Gmbh & Co. (lihat
surat tanggal 5 Juni 2000 (Vide T-12) dan surat tanggal 3
November 19997 (Vide T-13)) dan Pemohon I secara diam-
diam ditunjuk oleh Hermes sebagzai administrator tanpa izin
Debitur dan Para Penjamin lainnya dan tanpa Surat Kuasa
yang sah,

— Hebel International Gmbh & Co. adalah perusahaan Jerman

yang merupakan induk perusahaan dari Termohon (PT. He-
bel Indonesia).

6.3. Pelaksanaan Pembayaran oleh Hermes Kredltversxchnerungs AG
.. (selanjutnya disebut “Hermes™)

- Utang telah dibayar oleh Hermes Kredxtversrchnerungs AG ter-
bukti dari surat Pemohon Pailit I tanggal 26 April 2001 (Vide T-

- 14) (yang bertindak atas nama Pemohon I dan Pemohon II)
dengan perincian sebagai berikut : -

Tanggal Jatuh ~ Jumilah Utang sesudah Pembayaran

Tempo/Pembayaran - * (Dalam Mata Uang Dettsche Mark)

24 Oktober 1997 22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)

31 Oktober 1997 22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)

24 Oktober 1997 22.918.045,00 (sisa yang belum di bayar)

30 Oktober 1997 20.371.596,09 (sisa yang belum di bayar)
setelah dibayar 2.546.499,51

26 Oktober 1997 .20 371.586,09 (sxsa vang belum di bayar)
setelah dibayar 2.546.499,51

2 November 1997 17.825.146,58 (sisa yang belum di bayar)
' ©setelah dibayar 2.546.499,51

30 April 1998 15.278.697,07 (isa yang belum di bayar)
U setelah d:bayar 2.546.499,51

2 November 1999~ '12.732.247,56 (sisa yang belum di bayar)
setelah dibayar 2.546.499,51
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2 Mei 2000 12.732.247,56 (sisa yang belumn di bayar)
setelah dibayar 2.546.499,51

._ 31 Oktober 1998 7.639.348,58 (sisa yang belum di bayar)

setelah dibayar 2.546.499,51

30 April 2001 5.092.899,02 (sisa yang belum di bayar)

" setelah dibayar 2.546.499,51
31 Oktober 2000 2.546.449,51 (sisa yang belum di bayar)
setelah dibayar 2.546.499,51

Didatam surat tertanggal 26 April 2001 tersebut jelas :
~ Dinaikkan jumlah jatuh tempo (fotal amount due)

' - Divaraikan jumiah yang telah dibayar

.~ Discbutkan jumlah yang belum dibayar dengan mamakai

6.4.

kata-kata “UNPAID” ("BELUM DIBAYAR")

Jadi jelas terbulkti :

(i) Setiap enam (6) bulan jumlah utang yang belum dibayar
(unpaid) berkurang;

(ii) Sisa utang yang belum dibayar adalah DM 2.546.449,51 (dua
juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat
puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen) yang
belum jatuh tempo sebab baru akan jatuh tempo tanggai 31
- Oktober 2001;

Bukti-bukti keterlibatan Hermes juga diakui oleh Para Pemohon
seperti terbukti dari surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996
(Vide T-15).dan 12 Juni 1996 (Vide T-15.A) dan didalam Lean

. Agreement tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-3 jo. P-1).

Surat Pemohon ! tanggal 20 Maret 1996 (Vide T-15) menyebut-

~ kan sebagai berikut :

“Please be aware the we are strictly obliged to inform Her-
mes about any outstanding payment”

Terjemahan :
“Harap disadati bahwa kami secara ketat wajib memberita-

hukan Hermes tentang setiap jumlah yang jatuh tempo untuk
dibayar”

Surat Pemohon I tanggal 12 Juni 1996 (Vide T-15.A) menyebut-

 kan sebagai berikut :

“Due to Hermes regulations we may not disburse the loan
before checked the the financing of the whole project is set-
“tled”
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Terjiemahan : :
“Sebagai akibat peratm'an dari Hermes kaml tldak dapat

_memberikan pinjaman _sebelum memerzksa bahwa pem-
biayaan seluruh projek telah mapan®

— Pasal 13.1. dari Loan Agreement (Vide T-9) jelas menyebut-
kan salah satn jaminan adalah Penangpgungan (guarantor)
oleh Hermes Kreditversichnerungs AG.

- Bukii lain bahwa utang kepada Para Pemohon Pailit telah di-
bayar .oleh Hermes dalam-kedudnkannya sebagai salah satu
Penanggung adalah :

Surat tanggal 3 November 1998 (Vide T-13) dimana dalam
paragraf kedua (2) dan surat tersebut berbunyi :

“Hermes is a governmental owned organization that is

. giving guaratzes Jor experts and expert financing. Hermes
has taken over the guaraniee of the IKB loan to Hebel
Indonesia according 1o the rules given by the govern-

- ment. - In case of this loan they have taken' a guarantee
over 80% of the loan. The rest of 20% remain in the risk
of the exporting company, in our case Hebel Interna-
tional”

_ Pasal 1840 BW berbunyi sebagal berlkut

“Si.Penanggung . yang telah - membayar, menggant:kan

demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si.berhu-

tang”
Maka berdasarkan Pasal 1840 BW ini Pemohon Pailit harus ditolak sebab sesuai
dengan Prinsip “Persona standio in judicio” ternyata Para Pemohon Pailit tidak
memenuhi syarat sebagai Pemohon Pailit-sélaky kreditur sebab Para Pemohon
Pailit sudah bukan kreditur kecuali atas sisa utang yang baru akan jatuh tempo
tanggal 31 Oktober 2001 sebesar DM 2.546.499,51 (dua juta lima ratus empat
puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh
satu sen). : oo :

Maka berdasarkan alasan-alasan penoiakan dan bukti-buktl tersebut d} atas- dengan
ini Termohon Pailit memohon agar Majehs Hakim berkenan memutuskan seba-
gai berikut : : _

i.  Menolak Permohonan Pailit dari Para Pemohon
2. -Menghukum Para Pemohon urituk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan tanggapan terhadap
perbaikan/perubahan Pemohon tanggal 20 Agustus 2001, dalam suratnya ter-
tanggal 22 Agustus 2001, sedangkan Para Pernohon mengajukan tangkisan ter-
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hadap tanggapan Pemohon tersebut clengan suratnya- tertanggal 22 Agustus

2001;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemo-
hon mengajukan Bukti surat berupa fotocopy yang ditempeli meterai secukupnya
dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. BuktiP-1-
2. BuktiP2
3. BukiiP-3
4. Buktip4
5. BuktiP-5
6.— Bukti P-6.a

— Bukii P-6.b
7.~ Bukti P-7.a

- Bukti P-7.b

~ Bukti P-7.c
8. BuktiP-§ .
9. Bukti P-9

: Akta Perjanjian Kredit (Loan Agreemenr) No. 169 tang-

gal 18 Mei 1995;

: Akta Pengakuan Hutang (Acknowledgement of Indebted-

ness) No. 91 tanggal 18 Mei 1995;

: Surat Pernyataan dari Hebe] International Gmbh & Co.

KG tanggal_ 28 Mei 2001;-

: Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (Guarantee) atas nama
- Termohon No. 170 tanggal 18 Mei 1995;

: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara

Kepailitan No. 61/PK/N/2000;

: Surat dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2

November 2000;

: Surat dari Para Pemohon kepada Debitur tertanggal 2

November 2000;

: Surat No. 078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001;

: Surat No. 099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001;

: Surat No. 107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001;

. Surat dari Hermes Krediiversichnerungs AG tertanggal

21 Agustus 2001;

: Surat dari Pemohon kepacia Debitur tertanggal 3 April

2001,

Menimbang, bahwa bukti-bukti fofocopy surat tersebut telah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup kecuaii Bukti ter-
tanda, P-6.b, P-8, serta P-9 hanya berupa folocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Termohon
mengajukan Bukti surat berupa fotocopy yang ditempeli meterai secukupnya dan
masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. BuktiT-1
2. BukiiT-2
156

: Putusan No. 019 PK/N/2000, tanggal 20 Januari 2001,

perkara antara PT. - Wataka General Insurance melawan
Frederick Rahmat HS.

. Putusan No. 017 K/N/2001, tanggal 17 April 2001 antara

BPPN melawan PT. Comexindo Maritim;
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10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.
7.
18.

19.
20.
21

Bulti T-3

BukiT-4

Bulkti T-5
Bukti T-6
Bukti T-7
Bukti T-8
Bukt T-9

Bulti T-10
Bukti T-11

Bulti T-11.a

Bukti T-12 -

Bukti T-13

Bukti T-14

Bukti T-15

Bukti T-15.a

Bukti T-16

Bukti T-17
Bukti T-18 |
Bukti T-19

...+ Makalah yang berjudul : “Masalah Pailit Dikaitkan dengan

Guarantor”, karangan M. Yahya Harahap;

: Putusan No. 222/Pdt.P/1992/PN.Mlg., tanggal 21 No-

vember 1992, antara The Bank of Tokyo Ltd., The
Hongkong and Shanghai Banking Coorporation Litd.,

"¢ Grorebridge Bank Ltd. melawan Sihardjo Adisasmito;

: Putusan No. 258/Pdt/1994/PT.SBY., tanggaI 27 April
1994,

 Putusan No. 1009/PDT/1993/PT.SBY., tanggal 30 Maret

1994, perkara antara Citi Bank NA Cabang Smgapura
melawan Ny. Sulastri Samsi;

'+ Putusan No. 922 K/Pdt/1995, taniggal 31 Oktober 1997;

: _C’orpordre Guarantee {Jaminan _--Péruéahaan) dari PT.
- Masterina Keramika Pratama, tanggal 18 Mei 1995; ..
~: Loan Agreement {Perjanjian K.redlt), tanggai 18 Mei
... 1995;
: Letter of Undertakmg (Jamman) tanggal 18 Mei 1995

-+ Perjanjian Hebel Plant Contract antara.PT. Hebel Indo-
-nesia terhadap Hebel International Gmbh & Co. tanggal

24 Juni 1994,

-2 Perubahan Perjanjian First - Amandement to contract

tanggal 22 Juni 1994 aniara antara PT. Hebel Indonesia
terhadap Hebel : Intemmational Gmbh & Co tanggai 10
Februari 19935; :

:"Surat dari antara Hebel International Gmbh & Co. tang-
" gal 5 Juni 2000 kepada antara PT. Hebel Indonesia;

: Surat dari PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel Intema—
" tional' Gmbh & Co: tanggai 3 November 1999;

: Surat Permohonan Pailit 1 tanggal 26 April 2001 yang

dialamatkan kepada PT. Hebel Indonesia (Deblmr)

: Surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996;
1 Surat Pemohon I tanggal 12 huni 1996,

: Daftar perbedaan- akibat hukum hak istimewa Penang-
-gung  (apabila dlkesampmgkan) dan akibat hukum

Kepailitan; -

¢ Garansi dari Hokiarto tanggal 18 Mei 1995;
: Engelbrech;
; Kamus Hukum; -
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22. Bukti T-20 - : Surat dari PT. Hebel Indonesia kepada Hermes.

Menunbang, béﬁwa 'sela'n_;uﬁiya Para Pemohon dan'Termohon mengajukan
tanggapan atas buktx i:aukti plhak lawan dalam suramya tertanggal 27 Agustus
2001; S

' Memmbang, bahwa aldumya para pihak. txdak mengajukan suatu apapun
l_agl kccua_h_mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMNYA :

.'Menimbang, bahwa maksud dan tjuan permohonan Pemohon tersebut
adalah permohonan pailit terhadap Termohon;

. Menimbang, bahwa alasan hukum darj permohonan Pemohon adalah bahwa
Termohon sebagai penanggung/penjamin sesuai Akta Pernyataan Jaminan
Pribadi, Akta No: 170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny
Harunsyah Gunawan; SH. Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-4);

Bahwa, penanggung/jaminan oleh Termohon tersebut diberikan kepada
Para Pemohon selaku kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada debi-
turnya : PT. Hebel Indonesia (Vide Bukti P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa; dalam persidangan, Termohon tidak pernah menyang-
kal keberatan perjanjian kredit antara para pemohon dengan debiturnya : PT.
Hebe! Indonesia, dan Termohon sebagai penjaminnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti para Pemohon bertanda P-4 dalam point
13, Termohon (penjamin) telah melepaskan seluruh hak istimewanya sebagai
penjamin ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1847,
Pasal 1848 dan Pasal 1849 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukii P-4 terscbut merupakan pelengkap (accesoir) dari
perjanjian pokokaya yaitu Perjanjian Kredit KD 168962 ¥ Kr.1 tanggal 18 Mei
1995 (Bukii P-1 = T-9), dimana para Pemohon sehagai Kreditur dan PT. Hebel
Indonesia denpgan pinjaman sebesar DM 25,135,921,00 (twenty five million one
hundred thirty five theusanci nine h:mdred and twenty one Deutsche Mark) dengan
perincian, dari : :

- Pemohcm[ ' : Sebesar DM 15,081,522.60 (lima belas juta delapan pu-
luh satu ribu lima ratus dua puluh dua, enam puluh per
seratus Deutsche Mark) -

"— Pemochon II : Sebesar DM 10,054,368.40 (sepuluh juta lima puluh em-

pat ribu tiga ratus enam puluh delapan empat puluh per
seratus Deutsche Mark)

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tertanggal 20 Agustus
2001 menolak dalil para Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat dipailit-
kan dalam kapasitasnya sebagai penjamin karena :
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1. Debitur belum pernah d:gugat atau’ dlpmhtkan

2. Termohon bersama penjamin lam tidak menjamm hutang Deb;tur secara
- tanggung renteng;

3. Asli hutang Debitur (PT Hebel Indonesm) hanyalah i (satu) hutang (Vlde
Bukti T-11 dan T-113a);

4. Pemohon pailit sekarang sedah bukan dalam kapasitas sebagai kreditur
karena telah menerima pembayaran dari Hermes Kreditversichnerung AG
{Vide Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-15a). ' - :

Menimbang, bahwa terhadap ‘dalil Termohon tersebut Pengadrian memper»
timbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun debitui’ (in casu PT, Hebel Indonesm) belur
pernah digugat atau dipailitkan oleh krediturnya (in'casu para‘pemohon) adalah
tidak bertentangan dengan hukum apabila kreditwr @ guo langsung ‘menagih
kepada penjaminnya {in casu Termohon), karena Termohon telah meiepaskan
hak-hak istimewanya sebagai penjamin (Vide Bukti P-4); :

Menimbang, bahwa tidak ada satu buktipun yang daa_mkan ‘olel Termohon
yang menunjukkan bagian/prosentase kewajiban para penjamin sehmgga pen-
Jjamin tersebut berlaku secara tanggung renteng artinya selain perjanjian penja:
min tersebut bersifat accesoir terhadap perjanjian pokoknya, juga apabila “hu-
tang tersebut sudah dibayar lunas oleh salah satu penjamin maka Deb:tur dan
penjamin lainnya bebas terhadap kewajiban membayar hutang; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukt P-1"dan T-9 tidak benar hutang
Debitur hanya’ satu, sebab walaupun Pemohorn I bertindak sehagal agen juga
sebagai pemberi kredit (kred;tur) bersama Pemohon 1, masmgumasmg memben
kredit :

Pemohon 1 sebesar DM 15,081,522.60 (60%)
Pemohon I sebesar DM 10,054,368, 40 (40%) e
Sehmgga Debitur harus membayar hutangnya kepada masmg—masmg
Kreditur (Pemohon 1 dan 10); . _ _ . o
Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sesuai Bukti T-12,.T-13, T-14,
T-15 dan T-15a, Pemohon sekarang tidak lagi berkapasitas sebagai Kredltur
karena telah menerima pembayaran dari Hermes Kreditversichnerungs AG;

Menimbang, bahwa diluar dalil Termohon tersebut, Pengachian akan mem-
pertimbangkan masalah jaminan kredit sebagai berikut: .

Bahwa, Perjanjian Kredit KD 16892 IF Kr.1 (Vide Buktl P 1= T~l9) da~
lam point 1 definisi menyebutkan bahwa “Guarantee. of Finance Credit’

{Yaminan Pembmyaan Kredit) diartikan sesuai dengan pengertian dalam Pasal 13
dalam Perjanjian Kredit ini;
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Bahwa ternyata dalam Pasal 13 dalam Perjanjian Kredit 2 guo sesuai Pera-
turan Ekspor-impor Negara Republik Federal Jerman yang bertindak melalui
Hermes Kreditversichnerungs AG untuk asuransi kredit ekspor (jaminan pem-
bayaran kredit} yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12.4.1 yaitu
jaminan pembiayaan kredit yang berlalu penuh dan mengikat tanpa persyaratan
dan batasan;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut dapat dipilai, Perjanjian Kredit a quo
sesuai peraturan ekspor impor Negara Republik Federal Jerman. harus dibayar
melalui asuransi kredit ekspor (Hermes Kreditversichnerungs AG) disamping itu
dijamin pula oleh Termohon dan penjamin lainnya;

Menimbang, bahwa hutang Debitur yang dijamin oleh Termohon telah pula
diasuransikan, sehingga hutang debitur. a guo dijamin oleh 2 (dua) lembaga
penjamin yang berbeda, yaitu lembaga asuransi dan lembaga jaminan pribadi
{borgiocht); . .

Bahwa dengan. adanya lembaga asuransi yang terkait dalam perjanjian
kredit KD 16892 [F.Kr.1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjan-
jian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi
kompleks, tidak sederhana atau tidak summir lagi karena harus dipertimbangkan
sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi a guo terhadap hutang
Debitur tersebut;

Bahwa, menurut Prof, Dr. Paulus E. Lotulung, SH. dalam makalahnya yang
berjudul “Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan
(Pasal 6 ayat (3) Undang-undang tentang Kepailitan 1598)” Jakarta, 16 Mei
2000 : Untuk tepatnya dijatuhkan Putusan Pailit atau dinyatakan Pailit terhadap
Debitur harus diingat dua ketentuan yaitu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3)
Undang-undang Kepailitan 1998, yang merupakan gabungan komulatif yang
harus dipertimbangkan Hakim;

Menimbang,bahwa selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dl atas,
ternyata bukti-bukti lain yang diajukan para pibak tidak relevan untuk dipertim-
bangkan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas
ternyata permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon didasari oleh
keadaan yang kompleks dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana (sumumir)
maka permohonan para Pemohon haruslah ditolak;

~Menimbang, bahwa ongkos karepa permohonan Pemohon ditolak maka
Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1 Talun 1998 jo. .
Undang-undang No. 4 Tahun 1998, serta pasal-pasal lainnya yang bersangkutan.
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MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah};

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Peng-
adilan Niaga Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 September 2001, oleh kami H.
MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. sebagai Ketua Majelis, HA. IWAN
IRAWAN, SH. dan DWIARSO B. SANTIARTO, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 05 Sep-
tember 2001, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri
Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh
Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd. ttd.
1. HA TWAN IRIAWAN, SH. H.MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.
ttd.

2. H. DWIARSO B. SANTIARTOQ, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.
TRIWIDCDO, SH.
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